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A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana atau figh jina<yah merupakan bagian dari syariat Islam
yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman
Rasulullah dan Al-khulafa Al-rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai
hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku
penguasa yang sah atau uly al-amri. Ada tiga bagian jarimah yang digolongkan
menurut berat ringannya hukuman, yaitu hudud, gishas-diyat dan za z<ir. Maka
tidak boleh seorang pun melanggarnya. Bagi pihak-pihak berwenang agar
menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang
membuatnya jera. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al-Qur'an dan
As-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman.
Ini karena lemahnya keimanan terhadap Allah dan hari akhir, atau karena tidak

adanya keimanan di benak mayoritas mereka, sebagaimana firman Allah:*
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan ulil amri di antara kalangan kalian”. (QS. Al
Nisa’: 59).2

! Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
? Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 12.



Dalam syariah Islam kejahatan euthanasia atau yang dikenal dalam figh
jinayah dengan istilah gishas dan diyat merupakan perbuatan yang dilarang oleh
agama. Proses pengharaman tersebut karena dapat merugikan serta dapat
menimbulkan kematian. Jina<yah adalah tindakan kriminal atau tindakan
kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan
perundang-undangan. Figih jina<yah adalah mengetahui berbagai ketentuan
hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai
hasil pemahaman atas dalil yang terperinci. Tujuan disyari’atkannya adalah dalam
rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya
meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti pencurian, perzinahan,
homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau
melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan
lain sebagainya.

Dalam figh jinayah, tindak pidana (delik, jari<mah) diartikan sebagai
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan

hukuman h}udu>d, gishas>h, diyat, atau ra’zir>.>

Larangan-larangan syara’
tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau

meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau

® Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,
1380 H), 192.



meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan figh jinayah atas keharaman dan
diancamkan hukuman terhadapnya.

Adapun pengertian jina>yah, para fugaha menyatakan bahwa lafal
jina>yah yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh
syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid
Sabiq memberikan definisi jina>yah, bahwa istilah jina>yah menurut syara’
adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu menurut syara’
adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama,
jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.*

Hukum pidana Islam dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan
istilah jari<mah yang diartikan sebagai larangan syara’ yang dijatuhi sanksi oleh
pembuat syari’at (Allah) dengan hukuman had atau ta zir>. Para fugaha meng-
gunakan kata jina>yah untuk istilah jari>mah yang diartikan sebagai perbuatan
yang dilarang.®> Pengertian jina>yah atau jari>mah tidak berbeda dengan pe-
ngertian tindak pidana delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli
figh jinayah sering menggunakan kata-kata jina>yah untuk jari>mah yang
diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang
dimaksud dengan kata jina>yah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’,

apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.’

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
> Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.
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Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian hukum pidana Islam,
maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembahasan hukum pidana Islam
meliputi dua aspek, yakni aspek tindak pidana dan aspek hukuman (sanksi
pidana). Aspek tindak pidana meliputi aspek unsur dan syarat tindak pidana serta
klasifikasi tindak pidana, sedangkan aspek hukuman meliputi aspek pertanggung
jawaban, klasifikasi hukuman, dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan dan
gugurnya hukuman.

Salah satu tindak pidana dalam syariat Islam vyaitu kejahatan
euthanasia. Paham ini dianut oleh orang-orang yang menderita penyakit yang
sudah gawat/ kritis dan merasa akan sakarotul maut lalu memohon mati dalam
keadaan tenang tidak tersiksa dengan bantuan suntikan dokter atau obat bunuh
diri. Mereka berpendapat bahwa hidup itu hanya sengsara saja. Sebab sudah pasti
akan berakhir dengan kehancuran dan hidup hanya kegila-gilaan saja dan berakhir
dengan mustahil saja.

Kejahatan euthanasia tidak dikenal dalam perundang-undangan
hukum pidana dan istilah bukan intruksi hukum nama tersebut biasa dipakai
orang untuk mengisahkan kematian yang mulus dan tenang, dalam arti bahwa
orang tersebut akan meninggal dengan tenang, tentram tampa rasa nyeri, bebas
ketakutan dan sebagainya. Dilihat dari buku perundang-undangan euthanasia
menyangkut soal keselamatn jiwa meskipun tidak dijelaskan tetapi ada hukum

tentang hukuman tindak pidana tersebut yaitu menyangkut jiwa manusia, dimana



euthanasia mendekati dengan peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke 2
bab IX pasal 344 KUHP.’

Pasal 344 adalah kematian belas kasihan (meroy death) sebab
kematian belas kasihan terjadi apabila pasien berdasarkan permintaan untuk
menghentikan kehidupannya. Permintaan tersebut dinyatakan jelas dan dengan
kesungguhan hati sebab tanpa dasar permintaan jelas dan kesungguhan hati, maka
hal itu sama dengan pembunuhan biasa (pasak 338) KUHP. Pasal 344 KUHP
menyebutkan “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang
itu itu sendiri yang disebutkan dengan nyata-nyata dan dengan sungguh-sungguh
dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dalam figh jinayah biasanya
diakitkan dengan masalah suicide atau bunuh diri sedangkan dalam hukum pidana
hukum bunuh diri dibahas dalam pasal tersendiri yaitu pasal 345 KUHP.®

Kematian yang diidamkan oleh pada penderita, sudah barang tentu,
adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan
mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia yang
dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya
untuk sembuh. Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang
baru. Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba. Dari Yunanilah
euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia, baik di Benua

Eropa sendiri, Amerika maupun Asia. Di negara-negara barat, seperti Swiss,

" Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum
Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.
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euthanasia sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi, bahkan
euthanasia sudah dilegalisasi dan diatur dalam Hukum Pidana.’

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di
kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia
masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli
kedokteran, ahli hukum positif dan ahli figh jinayah, akan tetapi hasilnya masih
belum ada kesepakaran yang bulat terhadap masalah tersebut.™

Demikian juga dari sudut pandang agama, ada sebagian yang
membolehkan dan ada sebagian yang melarang terhadap tindakan euthanasia,
tentunya dengan berbagai argumen atau alasan. Dalam Debat Publik Forum No
19 Tahun 1V, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia
(MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan
penderita AIDS dieuthanasia jika memenuhi syarat-syarat berikut:**

1. Obat atau vaksin tidak ada.
2. Kondisi kesehatannya makin parah.
3. Atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter.

4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.

® Hardinal, Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam Dalam Mimbar Hukum
No 6 Tahun VII, (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), 7-8.

10 Akh. Fauzi Aseri, Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum
Islam, dalam Problematika Hukum Kontempore, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz
Anshary, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 51

1 Masjfuk Zuhdi, Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia, Dalam Mimbar Hukum No. 6 Tahun
VII, (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), 28.



Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus
berlangsung.’? Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan
memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.
Maka Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengkajian (muzakarah) yang
diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta yang menyimpulkan bahwa
euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri.*®

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dengan judul: “Studi Komparasi Tindak Pidana
Euthanasia Antara KUHP pasal 344 dan Figh Jina>yah”, vyaitu
membandingkan tindak pidana mengambil harta dengan kekerasan atau

pencurian dengan kekerasan tersebut antara figh jina>yah dan KUHP.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah
Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa
permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu
sebagai berikut:
1. Tindak pidana euthanasia menurut figh jina>yah.
2. Tindak pidana euthanasia menurut KUHP.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi kejahatan euthanasia dan sanksi

hukumnya menurut figh jina>yah dan KUHP.

2 1bid., 51
3 Forum Keadilan No. 4, 29 April 2001, 45.



4.

Komparasi tindak pidana euthanasia antara KUHP pasal 344 dan dalam figh
jina>yah.

Perbuatan yang dapat digolongkan terhadap kejahatan euthanasia dan sanksi
hukumnya menurut figh jina>yah dan KUHP.

Dasar hukum kejahatan euthanasia dan sanksi hukumnya menurut figh
jina>yah dan KUHP.

Pengertian kejahatan euthanasia menurut KUHP dan sanksi hukumannya.
Tinjauan figh jina>yah terhadap kejahatan euthanasia dan sanksi
hukumannya.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam

penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1.

2.

Tindak pidana euthanasia dalam tinjauan figh jina>yah dan KUHP.
Komparasi tindak pidana euthanasia dalam tinjauan figh jina>yah dan

KUHP.

. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di

atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:

1.

Apa yan dimaksud dengan tindak pidana euthanasia menurut KUHP pasal

344 dan figh jina>yah?



2.

Bagaimana komparasi tindak pidana euthanasia menurut KUHP pasal 344

dan figh jina>yah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini,

maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1.

Untuk mengetahui penertian dari tindak pidana euthanasia menurut KUHP
pasal 344 dan figh jina>yah.
Untuk mengetahui dan memahami komparasi tindak pidana euthanasia

mnurut KUHP pasal 344 dan figh jina>yah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini

dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai

berikut:

1.

Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat
memberikan sumbangsih hukum terhadap komparasi tindak pidana
euthanasia antara KUHP pasal 344 dan figh jina>yah. Dan penelitian ini
dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya
maupun bagi pemerhati figh jinayah dalam memahami persamaan dan

perbedaan tindak kejahatan euthanasia menurut KUHP dan figh jina>yah.
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2. Praktis
Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat
dan pemerhati atau peneliti lebih lanjut tentang komparasi tindak pidana

euthanasia antara KUHP pasal 344 dan figh jina>yah.

F. Definisi Oprasional
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian
ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka
peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini,
sebagai berikut:

1. Kejahatan euthanasia menurut Pasal 344 KUHP adalah sebuah kejahatan
dimana perbuatan tersebut merupakan perintah dari pasien yang menyuruh
seorang dokter atau seorang pelaku untuk membunuh dirinya karena ingin
meninggal dengan tenang tanpa rasa nyeri, dimana sanksi hukumnya dalam
Pasal 344 KUHP menyebutkan “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain
atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata-nyata dan
dengan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
Dalam figh jinayah sanksi hukum euthanasia biasanya dikaitkan dengan

masalah suicide atau bunuh diri sedangkan dalam KUHP hukum bunuh diri
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dibahas dalam pasal tersendiri yaitu pasal 345 KUHP. Di mana dalam
penelitian ini kejadian Euthanasia jarang terjadi dalam penelitian ini.*

2. Figh Jina<yah: “ Figh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang
diambil dari dalil-dalil yang terperinci. atau figh adalah himpunan hukum-
hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang
terperinci”. Sedangkan jina<yah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang
dilarang syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainya”. Di
mana yang di maksud dalam penelitian ini adalah perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh syara dan dapat menimbulkan hukuman gishas atau diyat, di
mana hukum gishas dan diyat adalah perbuatan yang hukumannya di tentukan

atau di tetapkan ole Allah.”®

G. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka, yaitu penelitian
terhadap “komparasi tindak pidana euthanasia antara KUHP pasal 344 dan figh
jina>yah”,.
1. Data yang dikumpulkan.
Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan
penelitian ini, maka data-data yang akan dimpulkan oleh peneliti dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

“ Hardinal, Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam Dalam Mimbar Hukum
No 6 Tahun VII, (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), 7-8.
>Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 8.
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a. Data Primer
1. Pengertian sanksi kejahatan euthanasia menurut Pasal 344 KUHP.
2. Kilasifikasi kejahatan euthanasia menurut Pasal 344 KUHP.
3. Motif-motif kejahatan euthanasia menurut Pasal 344 KUHP.
b. Data Sekunder
1. Sanksi kejahatan euthanasia Menurut IImu kedokteran.
2. Sanksi kejahatan euthanasia menurut hukum positif.
2. Sumber Data
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam
penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti
menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Data primer yaitu merupakan sumber data utama dalam
penelitian ini yang diperolen oleh peneliti dari sumbernya secara
langsung. Adapun yang dimaksud dengan data primer yaitu:
a) Pembunuhan dalam KUHP
b) Pembunuhan dalam Figh Jina>yah
c) Djazuli, Figh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
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b. Sumber Sekunder
Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai
pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur
yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini
seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang
dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:
1. Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah,

(Beirut: Dar al-Kitab al-*Arabi, 1380 H)

2. Ali Al-Shobuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam, Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Iimiyah, 2004.

3. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam

(Fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 2004

4. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika,

Cet-2, 2005.

5. Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam,Hudud dan

Kewarisan. (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H)
6. Jazuli, Figh Jinayah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

7. Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika

Offset. 2005, Cet.lII.
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8. Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam,Pustaka Setia Bandung,

(Bandung: 2010)

9. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari’at Islam dalam

Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006)

10. Suharto. R.M, Hukum Pidana Materiil, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika,

Cet-2, 2002.
11. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam
penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data melalui buku dan jurnal yang ada di perpustakaan. Agar dapat
memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu.

Kepustakaan adalah menggali data tentang Euthanasia dalam
KUHP dimana data yang dikumpulkan terdapat dalam literatur buku, Untuk
melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu tempat yang
tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk

dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan.'®

18 1bid., 125.



15

4. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang

telah dikumpulkan, maka peneliti menggap perlu melakukan pengolahan data

melalui beberapa teknikpengolahan data sebagai berikut:

1.

Pengeditan: Yaitu memeriksa kelengkapan data-data yang sudah
diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit apabila
tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
Pemberian kode: Yaitu memberikan kode terhadap data-data yang
diperoleh dan sudah dieedit, kemudian dikumpulkan sesuai dengan
relevansi masing-masing data tersebut.

Pengkategorisasian: ~ Yaitu  dengan  mengkategorisasikan  atau
mensistematisasikan data. Data yang sudah diedit dan diberi kode
kemudian diorganisasikan sesuai dengan pendekatan dan bahasan yang

telah dipersiapkan.

5. Tekhnik analisa data

Setelah seluruh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul

semua dan sudah diolah melalui teknik pengolahan data yang digunakan oleh

peneliti, kemudian data-data tersebut dianalisis. Adapun data yang dianalisis
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dalam penelitian ini yaitu berupa analisis euthanasia menurut. KUHP dan di
komparasikan berdasarkan teori pembunuhan menurut figh jina<yah.’

Untuk menganalisa data yang sudah dikumpulkan dan diolah
melalui teknik pengolahan data, penulis menggunakan metode deskripif
analisis. Metode deskriptif yaitu merupakan salah satu metode analisa data
dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai
dengan objek kajian dalam penelitian ini.*® yaitu KUHP dan figh jina>yah.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode landasan teori
deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah
oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa
data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk
ditarik kesimpulan kepada data-data. Peneliti menggunakan metode ini untuk
memaparkan secara umum mengenai komparasi tindak pidana euthanasia
dalam tinjauan figh jina>yah dan KUHP. dan kemudian ditarik kesimpulan

secara khusus sesuai dengan analisis figh jina>yah dan KUHP.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah peneleliti dalam menyusun penulisan penelitian ini

secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian

17 Sugiyono, Metode Penelitian., hal. 224.
*® Ibid, hal. 225
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ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa
bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti
mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Kejahatan Euthanasia dalam KUHP yang terdiri
dari: Pengertian Kejahatan Euthanasia dalam KUHP, Dasar hukum Kejahatan
Euthanasia dalam KUHP, Rukun dan Kejahatan Euthanasia dalam KUHP,
Sanksi Kejahatan Euthanasia dalam KUHP.

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang Hukuman Pembunuhan Kejahatan
Euthanasia Menurut Figh jina>yah. Dalam landasan bab kedua ini, pertama
peneliti akan mengkaji tentang masalah yang terdiri dari: Hukuman Pembunuhan
Kejahatan Euthanasia Menurut Figh jinayah yang terdiri dari: Pengertian
Pembunuhan Kejahatan Euthanasia Menurut Figh jinayah, Dasar hukum
Pembunuhan Kejahatan Euthanasia Menurut Figh jinayah, Rukun dan syarat
Pembunuhan Kejahatan Euthanasia Menurut Figh jinayah, Sanksi Pembunuhan

Kejahatan Euthanasia Menurut Figh jinayah.
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Pada bab keempat ini akan dijelaskan hasil komparasi tindak pidana
euthanasia dalam tinjauan figh jina>yah dan KUHP , sanksi pembunuhan
euthanasia sengaja, sanksi euthanasia semi sengaja, sanksi euthanasia
pembunuhan salah.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan

memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



